provinsi di Pulau Papua menyiapkan pedoman teknis, dan
mensosialisakannya kepada anggota masyarakat dengan lebih seksama. Hal
ini dikarenakan MK dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A.7/2009 sudah
memutuskan bahwa sistem noken adalah sah secara konstitusional.

2. Dengan mengingat kesulitan pembagian logistik antar dapil disarankan agar
pemerintah mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau
Papua.

3. Kepada pihak yang berwenang diharapkan lebih memperhatikan keamanan

di Pulau Papua terutama dalam pelaksanaan pemilu.
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